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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 94 TAHUN 2012 

TENTANG 
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM 

YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk memberikan jaminan keamanan dan 
kesejahteraan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 48 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 
ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia Nomor 37/PUU-X/2012 Tanggal 31 Juli 
2012, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak 
Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah 
Mahkamah Agung; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang–Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah dua 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4958); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah dua kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5077); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah dua kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5078); 

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3713); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah dua 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5079); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH 
AGUNG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
1. Hakim adalah hakim pada badan peradilan yang berada dibawah 

Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan 
peradilan tata usaha negara. 

2. Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat 
banding di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan 
militer, dan peradilan tata usaha negara. 

BAB II 
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS 

Pasal 2 

Hak keuangan dan fasilitas bagi Hakim terdiri atas: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan jabatan; 

c. rumah negara; 
d. fasilitas transportasi; 
e. jaminan kesehatan; 

f. jaminan keamanan; 
g. biaya perjalanan dinas; 
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